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Abstract: This study examines the paradigm shift of
contemporary Islamic philanthropy in Indonesia from
traditional charity toward a systematic economic
empowerment model aligned with Maqashid al-Sharia,
particularly the protection of wealth (hifz al-mal). It
aims to analyze the governance transformation at
Masjid Raya Bintaro Jaya and to explore how the
integration of trustworthiness (amanah) and
professional ethics converts ZISWAF (zakat, infaq,
sadaqah, and waqf) funds into instruments for
competitive community economic self-reliance in a
heterogeneous urban context. Employing a holistic
case study design with a qualitative–interpretive
approach, the research captures the institutional
dynamics and governance practices in depth. The
findings propose an integrative “Urban Islamic
Philanthropy” model in which the mosque functions
not only as a ritual space but also as a hub for socio-
economic empowerment supported by modern
accountability mechanisms and digital-based
transparency. These results offer a practical roadmap
for mosque managers (takmir) to optimize the socio-
economic potential of the ummah through credible and
sustainable governance.
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PENDAHULUAN
Filantropi Islam di Indonesia yang berakar pada instrumen ZISWAF (zakat, infak, sedekah,

dan wakaf) berada pada titik balik transformatif. Di satu sisi, potensi zakat nasional kerap disebut
mencapai sekitar Rp327 triliun per tahun, menunjukkan ruang kontribusi yang sangat besar bagi
pembangunan sosial dan penguatan ekonomi umat (Zulfikar, 2024) . Namun, besarnya potensi
belum selalu berbanding lurus dengan capaian kemandirian ekonomi mustahik di sektor produktif.
Literatur dan laporan kelembagaan menegaskan bahwa agenda pengelolaan zakat tidak cukup
berhenti pada distribusi konsumtif, tetapi perlu diperkuat pada pendayagunaan dan pengukuran
dampak yang terstruktur (Puskasbaznaz, 2023).

Secara normatif, arah transformasi tersebut sejalan dengan kerangka Maqashid Syariah,
khususnya perlindungan harta (hifz al-mal), yang menuntut tata kelola filantropi mampu menjaga
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kemaslahatan aset umat sekaligus mendorong produktivitas (Chapra, 2016) . Dengan demikian,
filantropi Islam idealnya direposisi dari pola karitatif-tradisional menuju model pemberdayaan
ekonomi yang sistemik dan berkelanjutan (Puskasbaznaz, 2024) . Dalam konteks urban yang
berkembang cepat, tuntutan reposisi ini semakin kuat. Lingkungan perkotaan dengan karakter
masyarakat kelas menengah, mobilitas tinggi, dan literasi digital yang relatif baik mendorong
ekspektasi baru: lembaga filantropi berbasis masjid perlu menunjukkan kinerja yang profesional,
transparan, dan terukur—bukan semata mengandalkan legitimasi simbolik (Nurjamil, 2022;
Lusiana et al., 2024; Saputri, 2024).

Di lanskap urban Bintaro Jaya yang dinamis, Masjid Raya Bintaro Jaya relevan diposisikan
sebagai lokus strategis untuk membaca adaptasi institusi keagamaan terhadap perubahan
ekspektasi publik. Pada ruang sosial yang heterogen, masjid dituntut tidak hanya sebagai ruang
ritual transendental, tetapi juga sebagai institusi sosial-ekonomi yang merespons problem
kemiskinan perkotaan melalui program pemberdayaan yang nyata dan berkelanjutan
(SibakulJogja, 2023; Puskasbaznaz, 2024; Wibowo et al., 2025).

Tantangan utama terletak pada persistensi tata kelola tradisional yang kadang menghambat
efektivitas pengelolaan, mulai dari perencanaan program, seleksi penerima manfaat, hingga
evaluasi dampak (Aminuddin et al., 2025) . Di titik ini, isu akuntabilitas menjadi krusial karena
kepercayaan publik tidak hanya dibangun lewat niat baik, tetapi melalui mekanisme yang bisa
diaudit, transparan, dan konsisten dari waktu ke waktu (Tambunan, 2021; Aryana, 2022).

Perubahan ekspektasi publik juga dipercepat oleh tren digitalisasi filantropi. Berbagai
kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan platform digital/fintech dapat meningkatkan efisiensi
penghimpunan dan memperkuat transparansi penyaluran, meski tetap menyisakan tantangan
seperti literasi digital, keamanan data, regulasi, dan trust terhadap lembaga (Mauludin &
Herianingrum, 2022; Listiana et al., 2023; Ahimsa et al., 2023; Aryo et al., 2025) . Dari sisi
kebijakan makro, penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional terus didorong melalui agenda
lintas lembaga, termasuk penyusunan MEKSI 2025–2029 sebagai kelanjutan periode masterplan
sebelumnya. Kerangka kebijakan semacam ini mempertegas bahwa integrasi ekosistem digital,
tata kelola kredibel, dan sinergi aktor menjadi prasyarat penguatan peran institusi sosial-
keagamaan dalam pembangunan ekonomi inklusif (KNEKS, 2023).

Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis proses
transformasi tata kelola filantropi di Masjid Raya Bintaro Jaya, (2) mendeskripsikan model
pemberdayaan sosio-ekonomi holistik yang dijalankan, serta (3) merumuskan rekomendasi model
tata kelola filantropi Islam urban yang kredibel dan replikatif. Secara akademik, studi ini mengisi
celah literatur tentang filantropi Islam urban dan penguatan kapasitas tata kelola berbasis
akuntabilitas-digital; secara praktis, temuan diharapkan menjadi roadmap bagi takmir/organisasi
masjid untuk mengoptimalkan dana sosial keagamaan sebagai instrumen kemandirian ekonomi
umat.

LANDASAN TEORI
1. Filantropi Islam dan ZISWAF: dari Karitas ke Pemberdayaan

Filantropi Islam berbasis ZISWAF (zakat, infak, sedekah, wakaf) pada dasarnya bergerak
dari dimensi ibadah sosial menuju peran pembangunan sosial-ekonomi yang lebih terukur.
Literatur mutakhir tentang Islamic Social Finance (ISF) menekankan bahwa instrumen sosial
syariah dapat diintegrasikan untuk membangun jalur perubahan (pathway) dari bantuan jangka
pendek menuju penguatan ketahanan ekonomi jangka menengah–panjang (Kunhibava et al., 2024;
Napitupulu et al., 2024; Wibowo et al., 2026) . Kerangka integratif ISF juga menempatkan
program pemberdayaan sebagai proses bertahap yang memerlukan desain kelembagaan, target
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outcome, dan indikator dampak yang jelas (Widiastuti et al., 2022).
Di tingkat implementasi, banyak studi menekankan perbedaan fundamental antara

distribusi konsumtif (pemenuhan kebutuhan langsung) dan pendayagunaan produktif
(pembiayaan/pendampingan usaha, peningkatan kapasitas, akses pasar). Bukti empiris
menunjukkan zakat produktif—jika disertai pendampingan dan desain program yang konsisten—
dapat meningkatkan kinerja usaha dan kesejahteraan mustahik, walau hasilnya sangat
dipengaruhi kualitas tata kelola, seleksi program, serta keberlanjutan pendampingan (Widiastuti
et al., 2022; Mawardi et al., 2023; Mainaki et al., 2026).

2. Maqashid Syariah (Hifz al-Mal) sebagai Kompas Normatif
Kerangka Maqashid Syariah memberi landasan normatif bahwa pengelolaan dana sosial

keagamaan harus menghasilkan kemaslahatan yang nyata. Dalam konteks penelitian ini, fokus
hifz al-mal (perlindungan/optimalisasi harta) relevan untuk membaca transformasi dari filantropi
karitatif menuju filantropi pemberdayaan: dana ZISWAF tidak hanya “habis dibagi”, tetapi
dikelola agar produktif, aman, tepat sasaran, dan berdampak pada kemandirian ekonomi
penerima manfaat. Penekanan pada outcome (kemampuan ekonomi mustahik) sekaligus menjaga
amanah adalah jembatan antara etika syariah dan evaluasi kebijakan program (Syarifah et al.,
2022; Firdaus et al., 2024; Rokhim et al., 2026).

Kajian mutakhir juga menunjukkan Maqashid sering dioperasionalisasikan melalui
indikator tata kelola: keadilan distribusi, transparansi, pengendalian risiko, serta penguatan
kapasitas mustahik (Amima et al., 2025; Rokhim et al., 2026) . Studi tentang interpretasi
Maqashid di praktik tata kelola zakat memperlihatkan bahwa orientasi Maqashid dapat
memengaruhi pilihan model distribusi/pemberdayaan dan outcome kesejahteraan mustahik—
artinya, Maqashid bisa dijadikan lensa untuk menilai arah transformasi (governance menuju
empowerment), bukan sekadar legitimasi normatif (Saputra, 2021; Shabirah et al., 2021; Mujib et
al., 2024; Sugianto et al., 2025).

3. Good Governance pada Lembaga Nirlaba (Filantropi)
Transformasi filantropi urban menuntut tata kelola yang makin terbaca oleh publik:

akuntabilitas, transparansi, efektivitas, serta mekanisme kontrol. Pada lembaga nirlaba berbasis
komunitas seperti masjid, isu kunci bukan profit, melainkan trust dan legitimacy yang dihasilkan
dari proses pengelolaan dana publik yang dapat dipertanggungjawabkan. Studi tentang
governance masjid menegaskan bahwa kinerja masjid dan kualitas pengelolaan keuangan sangat
berkaitan dengan praktik governance seperti aturan internal, peran pengurus, mekanisme
pelaporan, dan pengendalian (Pahlevi et al., 2025; Sugianto et al., 2025).

Dalam konteks filantropi (terutama zakat), studi-studi Indonesia juga memperlihatkan
bahwa akuntabilitas publik dipengaruhi oleh variabel yang teknis seperti akuntansi zakat, kontrol
internal serta variabel yang sosiologis (budaya organisasi), yang pada akhirnya memengaruhi
kepercayaan muzakki dan dukungan publik (Oktaviani, 2022; Syarifah et al., 2022; Habibi et al.,
2024) . Temuan-temuan ini menegaskan perlunya kajian yang mengaitkan amanah/etika dengan
mekanisme governance seperti SOP, pelaporan, audit, dan indikator dampak untuk menjelaskan
bagaimana faktor teknis dan sosiologis membentuk akuntabilitas serta kepercayaan publik.

4. Akuntabilitas Amanah dan Akuntabilitas Modern
Untuk lembaga keagamaan, akuntabilitas tidak hanya administratif; ia memiliki dimensi

moral-spiritual (amanah) dan dimensi publik-manajerial. Zakat institutions sering dikaitkan
dengan dual accountability: pertanggungjawaban kepada Tuhan sekaligus kepada manusia
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(muzakki, mustahik, jamaah, regulator). Dalam masyarakat urban yang rasional dan berorientasi
bukti, dimensi publik ini makin menuntut standar pelaporan, indikator program, dan transparansi
proses termasuk bagaimana keputusan alokasi dibuat dan bagaimana dampak dinilai (Fitri et al.,
2024).

Riset tentang pelaporan berbasis situs web menegaskan bahwa transparansi digital
berperan sebagai medium akuntabilitas (Fitri et al., 2024; Arif et al., 2025) . Studi-studi tersebut
juga menyoroti kendala praktis, seperti kapasitas SDM, konsistensi pelaporan, kualitas informasi,
dan ketiadaan standar. Dalam konteks masjid urban, transparansi digital dapat dipahami sebagai
penghubung antara amanah sebagai etika dan integritas pengelola dengan perangkat tata kelola
modern berupa laporan berkala, dashboard, audit, dan bukti dampak yang bersama-sama
membentuk kepercayaan muzakki perkotaan.

5. Teori Perubahan Organisasi dan Institutional Isomorphism
Transformasi masjid urban dapat dijelaskan melalui institutional theory, yang

memandang perubahan organisasi tidak semata didorong oleh efisiensi internal, tetapi juga oleh
kebutuhan memperoleh legitimasi di mata lingkungan sosialnya (Setyawan et al., 2023) . Dalam
kerangka ini, organisasi cenderung menyesuaikan diri dengan harapan, norma, dan praktik yang
dianggap sah oleh aktor-aktor eksternal misalnya jamaah, donatur, regulator, komunitas
profesional, serta ekosistem media (Pahlevi et al., 2025).

Salah satu mekanisme kunci dalam institutional theory adalah institutional isomorphism,
yakni kecenderungan organisasi menjadi semakin mirip satu sama lain karena tekanan
institusional. Pada masjid urban, isomorfisme dapat tampak dalam adopsi praktik manajerial yang
lazim pada organisasi modern: penataan struktur dan pembagian peran, penyusunan SOP, sistem
pelaporan, penguatan identitas organisasi misalnya komunikasi publik dan pengelolaan reputasi,
serta pemanfaatan transparansi digital. Praktik-praktik ini dapat muncul melalui tiga jenis tekanan.
Pertama, tekanan normatif, yakni tuntutan profesionalisasi dan standar kepatutan pengelolaan
dana umat. Kedua, tekanan koersif, yakni tuntutan yang bersifat mengikat atau sangat
menentukan, seperti ekspektasi donatur, ketentuan regulasi, atau prasyarat akuntabilitas yang
melekat pada kerja sama dan pendanaan. Ketiga, tekanan mimetik, yakni kecenderungan meniru
praktik lembaga yang dipersepsi berhasil dan kredibel ketika organisasi menghadapi
ketidakpastian dan kompetisi legitimasi.

Kerangka tersebut membantu membaca reposisi masjid dalam konteks masyarakat urban,
terutama ketika penilaian terhadap kredibilitas lembaga semakin banyak bertumpu pada indikator
tata kelola: keteraturan pelaporan, keterlacakan penggunaan dana, mekanisme pengawasan, dan
bukti dampak program. Dengan demikian, transformasi masjid urban dapat dipahami sebagai
respons institusional terhadap meningkatnya tuntutan legitimasi bukan sekadar perubahan
administratif.

Sebagai pelengkap konteks sosiologis, literatur tentang kelas menengah Muslim di ruang
urban dan ekspresi kesalehan di ruang publik—termasuk kaitannya dengan konsumsi religius,
media, dan praktik piety—memberi penjelasan mengapa filantropi semakin terinstitusionalisasi
(FMillie & Baulch, 2024; ischer & Nisa, 2025) . Filantropi tidak hanya berfungsi sebagai
mekanisme redistribusi, tetapi juga menjadi medium pembentukan identitas, pernyataan
legitimasi moral, dan partisipasi sosial. Ketika kesalehan semakin terhubung dengan ruang publik
dan media, ekspektasi terhadap lembaga filantropi, termasuk masjid, cenderung meningkat pada
dimensi keterlihatan kinerja, transparansi, dan pembuktian dampak. Dalam konteks ini, nilai
amanah bekerja paling efektif bukan hanya sebagai klaim normatif, melainkan ketika
diterjemahkan ke dalam perangkat tata kelola yang dapat diperiksa: laporan berkala, dashboard
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informasi, audit, dan dokumentasi dampak program.

6. Pemberdayaan Ekonomi
Kerangka pemberdayaan diperlukan untuk menjelaskan pola intervensi yang bersifat

holistik dalam program filantropi. Dalam literatur zakat dan pemberdayaan, dua jalur yang paling
kompatibel ialah (1) zakat produktif yang dipadukan dengan dukungan usaha, seperti pemberian
modal, pelatihan, dan pendampingan; serta (2) pendekatan livelihood atau kapabilitas yang
menekankan penguatan aset dan modal penghidupan, mencakup modal manusia, sosial, finansial,
dan fisik, sekaligus memperhatikan resiliensi. Berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa
dampak zakat produktif cenderung lebih kuat ketika intervensi tidak berhenti pada bantuan modal,
melainkan dilengkapi pendampingan berkelanjutan, fasilitasi akses pasar, serta monitoring yang
konsisten (Munir et al., 2022; Widiastuti et al., 2022; Mawardi et al., 2023).

Kekuatan kerangka pemberdayaan juga terletak pada kemampuannya menautkan
rancangan program dengan indikator hasil yang terukur. Outcome kemandirian dapat dirumuskan
melalui indikator seperti peningkatan pendapatan, stabilitas usaha, kemampuan mengelola
keuangan, dan keberlanjutan sumber penghidupan. Untuk mempertajam dimensi holistik,
perubahan perilaku dapat pula dilihat melalui aspek non-material, misalnya etika kerja, disiplin,
dan orientasi tanggung jawab sebagai bagian dari transformasi kapasitas individu. Kerangka ini
dapat dipadukan dengan perspektif maqasid, khususnya hifz al-mal, sehingga capaian ekonomi
dibaca sebagai kemaslahatan yang dapat diukur melalui indikator yang jelas, bukan sekadar
narasi keberhasilan program (Mawardi et al., 2023; Rokhim et al., 2026).
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus holistik tunggal (single holistic case study)
dengan pendekatan kualitatif dalam paradigma konstruktivis–interpretif. Lokasi penelitian adalah
Masjid Raya Bintaro Jaya dengan batasan waktu 2020–2025, sehingga penelitian dapat
menggambarkan dinamika tata kelola filantropi sejak fase resiliensi pandemi hingga periode
akselerasi digitalisasi pascapandemi. Desain holistik dipilih karena fokus kajian diarahkan pada
keseluruhan sistem tata kelola filantropi masjid yang meliputi proses penghimpunan,
pengambilan keputusan, penyaluran, pendampingan program, serta mekanisme akuntabilitas dan
transparansinya dalam satu konteks kelembagaan yang utuh.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.
Wawancara melibatkan pengurus masjid 5 orang, mustahik 15 orang, muzakki 10 orang, serta
pakar/mitra 5 orang untuk menangkap pengalaman, pertimbangan pengelolaan, dan penilaian
dampak program. Observasi dilakukan pada kegiatan operasional, proses
distribusi/pendayagunaan dana, serta aktivitas pendampingan usaha produktif. Dokumentasi
mencakup laporan keuangan, SOP, renstra, dokumen program, dan data statistik wilayah untuk
memperkuat konteks dan memverifikasi informasi dari wawancara dan observasi.

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui reduksi data, pengelompokan tema, dan
penarikan kesimpulan. Data wawancara dan catatan lapangan ditata dalam matriks, kemudian
diberi kode secara manual seperti tata kelola, mekanisme transparansi, seleksi penerima manfaat,
bentuk pendampingan, indikator keberhasilan, kendala. Kode-kode tersebut dikelompokkan
menjadi kategori dan tema utama, lalu diuji menggunakan pattern matching, yaitu
membandingkan pola temuan lapangan dengan kerangka teori. Keabsahan temuan dijaga melalui
triangulasi sumber dan metode, serta member checking kepada informan kunci agar interpretasi
peneliti sesuai dengan realitas yang mereka maksud.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Transformasi Tata Kelola dari Tradisional Menuju Profesional

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui reduksi data, pengelompokan tema, dan
Temuan menunjukkan bahwa perubahan tata kelola filantropi di Masjid Raya Bintaro Jaya
muncul terutama karena perubahan karakter publik urban. Muzakki di lingkungan perkotaan
cenderung menuntut proses yang rapi, informasi yang mudah ditelusuri, dan bukti dampak yang
jelas. Situasi ini membuat pengelolaan berbasis kebiasaan dan relasi personal menjadi kurang
memadai. Transformasi kemudian bergerak ke arah pembagian peran yang lebih tegas, standar
kerja yang lebih konsisten, serta dokumentasi keputusan yang lebih tertib agar organisasi tidak
bergantung pada figur tertentu dan lebih mudah dievaluasi.

Perubahan ini sejalan dengan literatur tata kelola lembaga nirlaba yang menempatkan
trust sebagai modal utama (Napitupulu et al., 2024; Sairally, 2024; Wibowo et al., 2026). Ketika
penghimpunan dana meningkat dan ekspektasi publik naik, kebutuhan pada akuntabilitas dan
transparansi menjadi semakin menentukan legitimasi lembaga. Studi tentang tata kelola masjid
juga menekankan bahwa kinerja kelembagaan dan kepercayaan publik berkaitan erat dengan
kualitas pengelolaan, sistem pelaporan, dan kontrol internal (Karim, 2020; Afifah, 2022; Fahmi,
2022; Prihastuti & dkk, 2023).

Di tahap berikutnya, masjid tampak mengadopsi praktik manajemen modern untuk
mempertahankan legitimasi publik. Logika ini dapat dipahami melalui kerangka isomorfisme
institusional pada organisasi nirlaba, ketika tekanan normatif dan ekspektasi stakeholder
mendorong lembaga mengadopsi struktur, prosedur, dan bahasa manajerial agar dinilai kredibel.
Adaptasi tersebut tidak harus berujung pada pelepasan identitas spiritual, selama nilai amanah
tetap menjadi orientasi dan tata kelola modern dipakai sebagai alat menjaga kemaslahatan.
Kerangka kajian manajerialisme organisasi nirlaba menunjukkan bahwa respons strategis
terhadap tekanan isomorfik dapat meningkatkan kinerja dan sekaligus menahan risiko
penyimpangan misi apabila lembaga menjaga kejelasan tujuan sosialnya (Hersberger-Langloh et
al., 2021).

Pada titik ini, transformasi yang terjadi dapat dibaca sebagai proses penerjemahan nilai ke
dalam sistem. Nilai amanah bergerak dari sekadar slogan menjadi standar kerja yang memandu
cara dana dikelola, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana publik memperoleh informasi.
Perubahan kultural ini penting karena tata kelola yang tampak profesional sering gagal bila hanya
menambah prosedur, tetapi tidak mengubah kebiasaan organisasi dalam merencanakan,
melaksanakan, dan mengevaluasi program.

Di samping itu, penggunaan teknologi dalam tata kelola tidak cukup diposisikan sebagai
alat pelaporan, tetapi sebagai mekanisme yang membentuk ulang rutinitas organisasi. Literatur
filantropi digital menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memperkuat akses, efisiensi, dan
transparansi, serta mengubah cara publik berpartisipasi dan memantau program (Mauludin &
Herianingrum, 2022; Listiana et al., 2023) . Saat transparansi menjadi lebih mudah, standar
pembuktian juga meningkat. Pengelola didorong untuk lebih disiplin dalam pencatatan,
konsistensi pelaporan, dan penyajian informasi yang relevan bagi muzakki. Implikasinya, tata
kelola masjid tidak lagi cukup dinilai dari niat baik, tetapi dari kemampuan menjaga keterlacakan
proses. Inilah yang menjelaskan mengapa transformasi tampak simultan pada aspek teknis dan
budaya kerja.
2. Model Pemberdayaan Sosio Ekonomi Holistik

Model pemberdayaan yang ditemukan melampaui distribusi karitatif. Program bergerak
ke arah intervensi yang mendorong kemampuan ekonomi mustahik, seperti literasi keuangan,
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penguatan usaha mikro, pendampingan, dan penghubung akses pasar. Arah ini selaras dengan
temuan riset tentang zakat produktif yang menegaskan bahwa dampak lebih kuat ketika bantuan
tidak berhenti pada penyaluran dana, melainkan disertai pendampingan dan desain program yang
konsisten (Arwady & Shabri, 2021; Fauzi et al., 2025) . Dari perspektif Islamic Social Finance,
pola seperti ini mencerminkan integrasi instrumen sosial untuk mendorong transisi bertahap dari
kondisi rentan menuju lebih berdaya. Model terintegrasi menekankan pentingnya tahapan
pemulihan hingga penguatan ketahanan ekonomi, sehingga intervensi tidak terputus dan tidak
kembali pada pola bantuan berulang tanpa perubahan kapasitas.

Kekuatan pendekatan holistik terletak pada penggabungan modal finansial dengan modal
sosial. Pendampingan usaha, jejaring, dan pembelajaran bersama berfungsi sebagai penguat yang
sering menentukan keberlanjutan dampak. Pada praktiknya, dana ZISWAF menjadi pemantik,
sementara perubahan perilaku ekonomi, kebiasaan menabung, kemampuan mencatat arus kas,
dan strategi pemasaran menjadi proses yang menjaga program tetap hidup setelah bantuan
diberikan. Di sini, ukuran keberhasilan tidak cukup berupa jumlah penerima manfaat atau total
dana tersalurkan. Ukuran yang lebih relevan adalah perubahan kapasitas, stabilitas pendapatan,
dan ketahanan usaha. Literatur terbaru tentang productive zakat di Indonesia menegaskan
pentingnya pengukuran indikator yang lebih substantif karena program produktif mudah tampak
berhasil di awal tetapi melemah tanpa monitoring dan pendampingan (Iswardani & Hasbi, 2021;
Munir et al., 2022).

Jika ditarik ke skala lebih luas, pemberdayaan yang terstruktur menempatkan filantropi
Islam sebagai salah satu sumber pembiayaan sosial yang mendukung tujuan pembangunan.
Kajian tentang Islamic social finance dan SDGs menunjukkan bahwa instrumen sosial syariah
dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi inklusif, terutama
ketika desain program memperhatikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang (Napitupulu et
al., 2024; Wibowo et al., 2026). Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa orientasi program
perlu bergeser menjadi outcome. Dengan orientasi outcome, masjid tidak hanya menyalurkan
dana, tetapi juga mengelola perubahan sosial ekonomi pada skala komunitas.

3. Mekanisme Akuntabilitas dan Transparansi Digital
Temuan mengarah pada menguatnya tuntutan muzakki, khususnya generasi muda, untuk

melihat bukti dampak. Mereka cenderung bertanya tentang progres penerima manfaat,
keberlanjutan usaha, dan pembelajaran yang dihasilkan program. Kondisi ini mendorong masjid
membangun praktik pelaporan yang tidak berhenti pada angka, tetapi menampilkan cerita
perubahan yang ditopang data. Dalam literatur, pergeseran ini konsisten dengan tren filantropi
digital yang membuat proses monitoring lebih mungkin dilakukan dan ekspektasi publik terhadap
keterbukaan meningkat (Saputri, 2024) . Di sisi lain, tuntutan dampak juga membantu pengelola
menghindari jebakan program yang sekadar ramai di permukaan. Ketika dampak harus
dibuktikan, program perlu memiliki tujuan yang jelas, indikator sederhana yang konsisten, dan
mekanisme tindak lanjut ketika hasil tidak sesuai target.

Pengelolaan berbasis data berfungsi sebagai alat untuk mengurangi bantuan yang
tumpang tindih, salah sasaran, atau tidak sesuai kebutuhan. Ketika profil mustahik dicatat dengan
rapi, pengurus lebih mudah menilai jenis intervensi yang paling relevan, membedakan kebutuhan
darurat dan kebutuhan penguatan usaha, serta mengatur prioritas pendampingan. Di tingkat
kelembagaan, data juga membantu menyatukan persepsi internal karena keputusan didukung
bukti, bukan semata intuisi. Literatur akuntabilitas lembaga zakat menegaskan bahwa
transparansi dan tanggung jawab kelembagaan membutuhkan sistem informasi yang memadai
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dan prosedur pelaporan yang konsisten agar publik dapat menilai kredibilitas lembaga
(Tambunan, 2021) . Ketika mekanisme ini berjalan, legitimasi sosial masjid menguat karena
publik melihat kesungguhan tata kelola, bukan hanya kesalehan simbolik.

Transparansi digital pada akhirnya bukan sekadar publikasi laporan, tetapi cara mengelola
relasi dengan stakeholder. Ketika informasi mudah diakses dan diperbarui secara berkala,
kecemasan donatur berkurang dan partisipasi dapat meningkat. Namun transparansi juga
menuntut disiplin organisasi. Data yang tidak konsisten, narasi yang tidak selaras dengan catatan,
atau pembaruan yang jarang justru dapat menurunkan kepercayaan. Karena itu, transparansi yang
efektif perlu dibarengi standar informasi minimum, jadwal pelaporan, dan mekanisme koreksi
bila terjadi kekeliruan. Keseluruhan temuan ini mengarah pada satu argumentasi utama.
Filantropi Islam urban yang efektif dibangun oleh pertemuan nilai amanah dan sistem tata kelola
modern. Transformasi tata kelola memberi fondasi bagi pemberdayaan yang berkelanjutan,
sementara transparansi digital memberi cara baru untuk menjaga kepercayaan publik dan
memastikan program bergerak menuju dampak yang nyata.

KESIMPULAN
Transformasi tata kelola filantropi di Masjid Raya Bintaro Jaya berlangsung sebagai

perubahan bertahap dari pola tradisional menuju tata kelola yang lebih profesional. Perubahan
tersebut tidak hanya tampak pada aspek administratif, tetapi juga pada kultur kerja organisasi
yang semakin menekankan keterlacakan proses, pembagian peran yang jelas, dan orientasi hasil.
Dalam konteks filantropi Islam urban, masjid berfungsi ganda sebagai ruang ibadah dan institusi
sosial ekonomi yang mengelola dana ZISWAF secara lebih terukur, sehingga filantropi tidak
berhenti pada distribusi karitatif, tetapi bergerak ke arah pemberdayaan yang mendorong
kemandirian ekonomi mustahik.

Implikasi studi ini bersifat praktis dan konseptual. Secara praktis, temuan menunjukkan
bahwa penguatan SOP, kontrol internal, serta transparansi pelaporan berbasis data dapat
meningkatkan kepercayaan muzakki dan memperkuat legitimasi sosial masjid. Model
pemberdayaan yang holistik juga menegaskan pentingnya menggabungkan bantuan modal
dengan pendampingan, literasi keuangan, dan penguatan jejaring pasar agar program tidak
menghasilkan ketergantungan, melainkan perubahan kapasitas yang berkelanjutan. Secara
konseptual, penelitian ini memperkuat gagasan Urban Islamic Philanthropy sebagai kerangka
yang mengintegrasikan nilai amanah dan maqashid syariah dengan praktik tata kelola modern
yang responsif terhadap karakter publik urban yang kritis.

Arah penelitian masa depan dapat dikembangkan pada beberapa jalur. Pertama, studi
komparatif lintas masjid urban di kota berbeda untuk menguji daya replikasi model dan
mengidentifikasi variasi konteks yang memengaruhi keberhasilan transformasi. Kedua,
penguatan pengukuran dampak melalui indikator longitudinal yang memantau perubahan
kesejahteraan mustahik dari waktu ke waktu, termasuk dimensi resiliensi usaha dan mobilitas
ekonomi. Ketiga, kajian yang lebih mendalam tentang tata kelola data dan etika transparansi
digital, seperti standar informasi minimum, kualitas data, perlindungan privasi, dan bagaimana
keterbukaan memengaruhi perilaku donatur dan desain program.
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